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ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu variabel yvang diatur syari’at [slam berkenaan
dengan interaksi manusia (mu’amalah). Sebuah perkawinan sangat diperlukan
kesiapan, kematangan jiwa dan tanggung jawab sebagai indikasi kedewasaan
seseorang. Dalam era globalisasi dan emansipasi wanita, wanita Indonesia sudah
terbiasa melakukan pekerjaan publik (karier), mengenvam pendidikan di sekolah
dan perguruan tinggi vang mengindikasikan kemampuan wanita untuk memikul
tanggung jawab berdasarkan akal dan kedewasaan. Namun, banyak (masih ada)
yang dijodohkan bahkan dipaksa (ijbar) orang tua atau wali, walaupun mereka
menolak dengan alasan tidak cocok, masih sekolah dan kuliah ataupun
mempunyai pilihan sendiri, tetapi penolakan mereka tidak berpengaruh signifikan
dalam merubah keputusan orang tua, karena alasan balas budi wali terhadap besan
ataupun teman, balas budi terhadap orang tua ataupun rasa takut wanita kepada
mereka, sehingga timbul pertanyaan apakah hak menentukan pasangan dalam
perkawinan sebagai hak wanita atau wali?, padahal persetujuan adalah salah satu
syarat dalam akad perkawinan dan kunci menggapai keharmonisan keluarga.

Mayoritas masvarakat Indonesia adalah pengikut mazhab, mereka banyak
yang mempraktekkan Jjbar dengan asumsi bahwa jjbar dibolehkan dan harus
dipatuhi oleh anak mereka sehingga hak wanita sering dikesampingkan dan tidak
dihormati. /Legul formal mereka didasarkan pada figh tokoh mazhab (mujtahid)
terkemuka terutama Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik. Imam asy-Syafi’i
berpendapat, perkawinan harus dilaksanakan dengan persetujuan kedua calon
mempelai dan walinya, akan tetapi seorang wali mujbir dapat memaksakan
perkawinan kepada anak kecil, orang gila dan wanita virgin (bikr), sedangkan
wanita vang tidak virgin (janda) tidak boleh dipaksa kawin karena kebebasan
menentukan pasangan ada pada dirinva. Sifat kejandaan secara umum dapat
menggugurkan /jbar terhadap wanita baik janda itu masih kecil maupun dewasa,
walaupun korban pelecehan seksual dan zina. Hak 7/har dimiliki oleh bapak atau
kakek. ITmam Malik mengklasifikan status wanita dalam masalah 7jbar menjadi
gadis dan janda. Masing-masing status dibagi menjadi status masih kecil dan
dewasa, gadis kecil dan sudah dewasa serta janda kecii boleh dipaksa kawin tanpa
izin dan persetujuan mereka. Sifat kejandaan vang menggugurkan /jbar adalah
hubungan seksual dalam perkawinan sah, subhat, ataupun kepemilikan syubhat,
bukan sebab perzinaan ataupun pemerkosaan, Hak 7jbar hanya dimiliki bapak atau
orang vang mendapat wasiat dari bapak.

Latar belakang vang menyebabkan persamaan dan perbedaan produk
pemikiran mereka tentang masalah /jjhar adalah dasar pemikiran (iitthad) mereka
dalam menginterpretasikan nass otoritatif baik al-Qur'an maupun as-Sunnah
dikolaborasikan dengan asar dan metode istinbat yang cenderung bersifat
normatif deduktif, terutama interpretasi linguistik (a/-Qawa’id al-Lugawiyyah)
terhadap nass otoritatif di atas, baik mafhum muwatagah maupun paham
sebaliknva (mathum mukhalafah), penggunaan al-Qiyas dan perbedaan
mendefinisikan status gadis dan janda.



Di samping itu, situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi mereka
memberikan partisipasi dan kolaborasi dalam penetapan hukum. Imam asy-Syafi’i
mengakui hadis musnad yang diriwayatkan beberapa orang saja rhadis ahad)
tanpa harus disesuaikan dengan tradisi suatu masyarakat dan membantah jjma’
yang hanya dilakukan ulama' Madinah (satu daerah) serta menolak penggalian
hukum dengan metode istihsan dan istishab. Sedangkan Imam Malik mengakui
tradisi penduduk Madinah ( ‘amal ahl al-Madinah) sebagai hujjah dan 7jima’ yang
hanya dilakukan ulama' Madinah serta menggugurkan hukum hadis ahad yang
tidak sesuai dengan tradisi penduduk Madinah. Oleh karena itu, masalah 7jbar
dalam kehidupan masyarakat Indonesia perlu dipertimbangkan kembali ataupun
dilakukan kontekstualisasi hukum Islam karena syari’at Islam diturunkan untuk
mewujudkan kesejahteraan manusia (magslahah) dari segala aspek kehidupan yang
didasarkan tujuan ditetapkan hukum, yakni pemeliharaan agama (Aifz ad-din),
jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-’aql), keturunan dan kehormatan (Aifz an-nasl wa
al-gard) dan harta kekayaan ( A7tz al-mal).
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Puji Syukur kepada Allah yang telah menciptakan manusia dalam harkat dan
martabat paling mulia dengan segenap karunia akal dan intuisi sehingga penyusun
dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Hak /jbar Wali terhadap Wanita dalam
Perkawinan”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia
terpilih (al-mustafa) yang telah memberikan pencerahan dan reformasi etika dan
moral di segenap penjuru dunia.

Sebuah proses pembaharuan dan supremasi etika dan moral (esensi) sangat
berpengaruh dan diideakan dalam realita kehidupan di era tranformasi budaya dan
intelektual saat ini, betapapun sempurna suatu norma dan aturan tidak akan cukup
menangani berbagai masalah yang tak terhinga jumlah kuantitasnya karena norma

dan aturan itu terbatas (statis) sementara manusia selalu berkembang dengan segala
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komplektisitas yang dihadapi sehingga sebuah norma diharapkan dapat berfungsi

sebagai alat perubahan sosial, alat kontrol sosial karena tujuan adanya hukum untuk

menjaga agama, jiwa, akal, harta kekavaan dan kehormatan.

Dengan segenap periuangan yang panjang dan melelahkan, skripsi ini dapat
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dilalui sehingga penyusun tidak menafikan (posible) sering melibatkan berbagai
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1.

Segenap Birokrasi Institut terutama Dekan Fakultas Svari’ah, Drs. H. Malik
Madany, MA beserta Pembantu Dekan, Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan
Hukum, Drs. Abdul Halim, M. Hum dan Sekretaris Jurusan, Moh. Agus Najib,
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Abah, Mama dan Keluarga tercinta yang paling sabar dan tanpa pamrih
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari’at Islam diturunkan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan manusia
(maslahah) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun akhirat. Sebagai risalah
samawiyah terakhir yang dibawa oleh Rasul akhir zaman, Syari’at Islam harus selalu
berdin di atas sendi-sendi istimewa sehingga bisa diterapkan sepanjang masa dan
mampu menyelesaikan problematika kehidupan manusia, kapan dan di mana saja
dengan solusi yang adil dan benar. Penetapan hukum dalam syari’at Islam selalu
berorientasi pada aspek maslahat (termasuk menghilangkan kesulitan) yang
didasarkan pada tujuan hukum itu ditetapkan yakni pemeliharaan agama (hif7 ad-
din), yiwa (hifz, an-nafs), akal (hifz al-"aql), keturunan dan kehormatan (hifz an-nas/
wa al-gard) dan harta kekayaan (hifz al-mal).! Karena Syari’at‘Islam datang sebagai
rahmatan Ii al-‘alamin.’

Al-Qur’an merupakan sumber dari syari’at Islam (source of law), sekaligus
undang-undang (legal formal) yang mengatur kehidupan manusia baik hubungan

vertikal kepada sang Khaliq maupun hubungan horisontal antar sesama makhiuk-

' ~Abd al-Wahab Khallaf, Timu Usul al-Figh, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), him. 197-202.
Lihat Abu Ishaq asy-Syatibi , al-Muwalaqat fi Usul asy-Syari'ah, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.),
1. 324,

* Al-Anbiya’ (21) : 107.



Nya.’ Sebagai rujukan prinsip dasar masyarakat Islam, al-Qur’an menunjukan bahwa
pada dasarnya kedudukan laki-laki dan wanita adalah seimbang (equal).* Keduanya
diciptakan dan satu “nafs” (living entity), yang satu tidak memiliki keunggulan
terhadap yang lain.’ Atas dasar itu, prinsip al-Qur’an terhadap hak kaum laki-laki
dan kaum wanita adalah sama, hak istri diakw secara adil (equal) dengan hak suami.
Keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing.® Itulah mengapa al-Qur’an
dianggap memiliki pandangan yang revolusioner terhadap hubungan kemanusiaan
(humanitas) yakni memberikan keadilan dan kesetaraan hak antara laki-laki dan
kaum wanita, terlebih jika dikaitkan dengan masyarakat pra-Islam yang
ditransformasikannya.

Status wanita dalam masyarakat pra-Islam sangatlah rendah, kaum wanita
dianggap tidak lebih dari suatu komoditi. Rendahnya kaum wanita saat itu terlihat
dalam hakikat perkawinan mereka yang posesif. Bahkan kebiasaan mengubur bayi
wanita secara hidup-hidup adalah praktik kekerasan (violence) sebagai implikasi dari
ideologi yang merendahkan kaum wanita pada masa pra-Islam. Ketidakadilan kaum

laki-laki terhadap kaum wanita saat itu, jika digeneralisasikan disebabkan oleh dua

* Manna® al-Qattan, Mabahis £i "Ulum al-Qur'an, (t.tp: Mahfudah, t.t.), him 19.
* An-Nisa® (4) -1
* Al-Hujurat (49): 13.

% Nashruddin Baidan, Zafsir bi al-Ra'yi Upaya Penggalian Konsep Wanita dalam al-Qur'an,
cet. ke-1, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), him. 29.



faktor: Pertama, tuntutan kehidupan yang disebabkan oleh keadaan nomaden dan
lingkungan yang sangat keras sehingga wanita tidak memungkinkan untuk berperan
dalam proses kehidupan. Kedua, kaum wanita dipersiapkan oleh alam lingkungan
untuk mencapai tujuan (obyek) tertentu. Sehingga kedatangan Islam justru untuk
menumbangkan suatu sistem sosial yang tidak adil terhadap kaum wanita. Karena itu
marginalisasi, missogini (membenci kaum wanita), deskriminasi dan subordinasi
(merendahkan) serta melanggengkan kekerasaan (violence) sangat bertentangan
dengan paham keadilan dalam Islam .’

Namun ada beberapa ayat al-Qur’an secara tekstual mendukung superioritas
kaum laki-laki atas kaum wanita baik dalam hal agama, politik maupun sosial dan
budava seperti dalam hal persaksian,® warisan’ dan kepemimpinan.’’ Begitu juga as-
Sunnah sebagai sumber hukum yang menjadi penjelas dari al-Qur’an, secara tekstual
terdapat hadis vang mendeskreditkan kaum wanita misalnya salah satu hadis riwayat
al-Bukhari, at-Tirmizi dan an-Nasa’i."' Jadi al-Qur'an dan as-Sunnah secara holistik

mendeskripsikan wanita dalam dua tipe: Pertama, ayat atau hadis yang secara tegas

" Mansour Fakih, “ Posisi Kaum Wanita Dalam Islam : Tinjauan Dari Analisis Gender 7 dalam
Mansour Fakih dkk. {ed.), Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Isiam, (Surabaya:
Riusalah Gusti, 1996), him. 50-5

1.
¥ Al-Baqarah (2) 282,
? An-Nisa’(4): 11

An-Nisa’ (4) 34.
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dan umum menyatakan kesetaraan antara kaum wanita dan kaum laki-laki. Kedua,
ayat atau hadis yang secara tekstual mendukung superioritas laki-laki terhadap kaum

wanita.'?

Perkawinan merupakan salah satu variabel yang diatur syari’at Islam
berkaitan dengan interaksi manusia (mu’amalah) khususnya laki-laki dan wanita. la
merupakan i1katan (contract) antara dua pihak sebagaimana akad mu’amalah yang
lain (jual beli), namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat (misagan galida)
dalam rangka mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan
keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumah tangga yang
harmonis dan bahagia. Karena maksud dan tujuan yang sangat mulia sehingga

melaksanakannya adalah ibadah." firman Allah SWT :

Byr oS Jaor s el LS el g5l oSl e oSS sl OF il

" M. Atho Mudzhar, “ Wanita Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modem” dalam M.
Athe Mudzhar dkk. (ed), Wanita Dalam Masyarakat Indonesia-Akses, Pemberdayaan Dan
Kesempatan, (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2000), him. 141-143,

"* Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3. Lihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
pasal 1.

" Ar-Rum (30): 21.



Untuk mewujudkan visi dan misi perkawinan diperlukan kesiapan dan
kemampuan atas segala hal baik lahir maupun batin, kematangan jiwa maupun
tanggung jawab yang menunjukkan kedewasaan seseorang. Suatu tugas mulia tidak
mencapai target secara optimal apabila kendalinya dipegang oleh orang yang tidak
pantas dalam membina rumah tangga. Karena perlunya rasa tangung jawab ini maka
perkawinan dalam Islam memiliki syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi.’

Sebagaimana tersirat dalam hadis Nabi :

o s oal asts Y P P B 21
’&O?.AJ‘U?\P}‘H%WC&MH‘J}CM

L/

Hukum perkawinan menurut konsensus fugaha’ adalah sunnah.!” Salah satu
kY q

svarat dan rukun dalam perkawinan adalah keberadaan wali.®® Karena setiap wali

? Chuzaimah T. \aﬂgg k. {ed.), Problematika Hukim Isiam Kontemporer, cet. ke-3,
7
7

Jakarta: Pustaka Pelajar, 2002), him; 73-

' tmam al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Beirut: Dar al-Fikr,1981), 11: 117, hadis nomor 5066,
“Kitab an-Nikah,” “*Bab Man Lam Yastati' al-Ba'ah Falyasum.” Hadis diriwayatkan dari "Umar ibn
Hafs dari bapaknya dari al-A masy dari Ibrahim dari "Algamah dari Abdullah ibn Mas’ud. Lihat Abu
Husain ibn al-Hujjaj ibn Muslim Sahih Muslim, (Beirut: Dar al-Fikr,1993), 1. 638, hadis nomor
1400, ““16- Kitab an-Nikah,” “3- Bab istihbab an-Nikah ii Man Taqat Nafsah iiaih wa Wujida Min‘ah

wa Isytiqal Man ' Ajara 'an al-Mi'an bi as-Saum.” Hadis diriwayatkan dari Yahya ibn Yahya, Abu
Bakr ibn Syaibah dan Muhammad ibn al-"Ala’ dart Abi Usamah dani Abu Mu’ awiyah dari al-A’masy

y Y Y
dari Ibrahim dari " Algamah dari Abduliah ibn Mas ud

7 Thn Rusydi al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al Mugrasid, (t.tp.: Dar Thya al-
Kutub al-‘llmiyyah, t.t.), II. 4-5. Hukum perkawinan menurut az-Zahiri adalah wajib. Menurut
Malikiyah Muta’akhirin adalah wajib, sunah dan mubah tergantung kekhawatiran individu yang
bersangkutan. Sedangkan menurut asy-Syafi‘iyyah adalah sunnah.

'8 KHI pasal 14 dan 19. Lihat Sayyid Bakr ad-Dimyati, I"anah at-Talibin, (Beirut' Dar al-
Fikr,1993), 1. 316. Menurut lmam asy-Syafi’i dan Imam Malik ibn Anas, eksistensi wali merupakan
syarat sah perkawinan, tidak ada (gugur) perkawinan tanpa wali. Berbeda dengan Abu Hanifah, wali



bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di
bawah perwaliannya. fiiqaha’ telah mengklasifikasikan wali ini menjadi beberapa
bagian: Pertama, ditinjau dari sifat kewalian terbagi menjadi wali nasab (wali yang
masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali Aakim. Kedua,
ditinjau dari keberadaannya terbagi menjadi wali agrab (dekat) dan wali ab’ad
(Jauh). Ketiga, ditinjau dari kekuasaannya terbagi menjadi wali mujbir dan wali gairu
mujbir'®

Dari klasifikasi di atas, wali mujbir menjadi kontroversi di antara para
cendikiawan muslim. Pengertian wali mujbir dalam hal ini adalah orang yang
mendapat keistimewaan (/kAtisas) penguasaan yang diberikan syara’ kepada
seseorang untuk dapat memaksakan perkawinan (menentukan pasangan) kepada
orang di bawah perwaliannya tanpa persetujuan orang tersebut khususnya wanita
dengan syarat-syarat tertentu.” Tindakan yang dilakukan wali mujbir ini dinamakan
ijbar.

Persetujuan merupakan salah satu persyaratan dalam akad perkawinan Islam.
apabila salah satu pihak tidak setuju terhadap perkawinan seseorang, maka

perkawinan dapat dibatalkan dengan adanva khiyar (pilihan meneruskan atau

adalah kesempurnaan akad bukan syarat sah. Akad perkawinan tetap sah walaupun tanpa
' pthak yang bertransaksi adalah kedua mempelat. Lihat Ihn Rusydi ai-Qurtubi

19 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet ke-3, (Jakarta: Bulan
Bintang, 1993), hlm. 101.

2 1hid. him 100,



membatalkan).”' Persetujuan dan kerelaan seorang wanita secara umum dapat
disimpulkan dari diamnya bagi wanita yang masih gadis (virgin) ataupun ucapan
secara jelas bagi wanita yang berstatus janda (sayyvib).* Hal ini berkaitan dengan

hadis dari Ibn Abbas:

. £ w,
{w \‘H
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Permasalahan 7jbar menjadi pembicaraan serius para intelektual muslim
kontemporer dan masyarakat Indonesia. Dalam realitas masyarakat sekarang, banyak
wanita yang sudah terbiasa melakukan transaksi, pekerjaan publik (karier),
menghidupt keluarga ataupun dirinya sendiri, sekolah dan kuliah. Hal itu
menunjukkan kapabilitas wanita dalam memikul tanggung jawab berdasarkan akal
dan kedewasaan. Namun masih ada (banyak) wanita vang dijodohkan, dipilihkan,
bahkan dipaksa oleh orang tua (wali). Tidak sedikit dari perkawinan tersebut yang
dilakukan terhadap wanita pada usia belasan tahun, akan tetapi mereka tidak mampu
menolak karena dipaksakan oleh para wali mereka dengan alasan hak ijbar

dibolehkan syari’at Islam. Penolakan mereka secara nyata karena tidak cocok, masih

TT,

Kompilasi Hukum Islam pasal 17 ayat (2). Lihat Undang-Undang Nomor | Tahun 1974
tentang Perkawnan pasal 27 ayat {1) dan (3}

** Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat (1). Lihat KHI
pasal 16 ayat (2). Lihat juga Ibn Rusydi al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid, hlm. 3.

S Imam Muslim, Sahih al-Musfim, I: 649, hadis nomor 1421 Diriwayatkan Sa'id ibn
Mansur dan Qutaibah dari Imam Malik ibn Anas dari "Abd Allah ibn al-Fadl dari Nafi’ ibn Zubair
dari Ibn Abbas. Lihat Jalaludin Abd ar-Rahman as-Suyuti, Tanwir al-Hawalik Ii al-Muwatta® Malik
(Surabaya: al-Hidayah, t.t.), Ii: 62.



kecil, ingin meneruskan sekolah atau kuliah, mempunyai pilihan sendiri dan
sebagainya tidak memberikan pengaruh signifikan. Sehingga timbul pertanyaan
apakah hak menentukan pasangan merupakan hak wanita yang akan menikah atau
walinya? Apa yang menyebabkan vaniabel ijbar terhadap wanita?. Kawin paksa
tercatat sebagai penyebab perceraian cukup tinggi di Indonesia. Setiap tahun
jumlahnya selalu meningkat, beberapa contoh kasus di Indonesia antara lain
perceraian akibat kawin paksa di Indramayu termasuk paling tinggi di Jawa Barat,
pada tahun 1999 mencapai 581 kasus, tahun 2000 menjadi 768 kasus dan tahun 2002
menjadi 781 kasus. Menurut Kepala Panitera PA Indramayu dan para hakim PA,
kawin paksa ini banyak terjadi pada wanita usia belasan tahun, bahkan usia pasangan
sering tidak seimbang. Dalam beberapa kasus wanita masih belia (usia di bawah 15
tahun) dikawinkan dengan lelaki berusia di atas 45 tahun.* Di Purworejo, pada tahun
2003 perceraian akibat suami tidak bertanggung jawab mencapai 205 kasus, akibat
tidak harmoms 199 kasus dan akibat faktor ekonomi 138 kasus. Pada tahun 2004
perceraian akibat keharmonisan dan tidak tanggung jawab mencapai 299 kasus.”
Bahkan masih banyak perceraian yang dilakukan di luar lembaga hukum Indonesia
bagaikan piramida gunung es. Dan data PA tersebut menunjukkan bahwa kawin
paksa yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya masih menjadi bagian tradisi

masyarakat Indonesia.

4
24 1y

Pikiran Rakyat,” {Bandung: 3 September 2003)
Y t 321 }

# ”Radar Magelang” dalam Jawa Pos, (Surabaya: 27 Mei 2004)



Jumhur ulama dan mayoritas masyarakat Indonesia adalah penganut
mazhab® di antara mereka banvak yang mempraktekkan 7jhar dengan mengikuti
salah satu mazhab, mereka melakukan ijbar dengan asumsi bahwa Jjbar ini harus
dipatuhi oleh anak mereka sehingga hak wanita untuk memilih pasangan hidup
sering dikesampingkan dan tidak dihormati. Legal formal mereka didasarkan pada
figh tokoh marshab terkemuka terutama Imam asy-Syafi’i, Imam Malik dan tokoh
yang lain yang sependapat dengan kedua mujtahid tersebut karena kedua tokoh
mujtahid ini mensyaratkan adanya wali dalam akad perkawinan, namun mereka
berbeda pandangan tentang hak ijbarini.

[mam asy-Syvafi’i berpendapat bahwa seorang wali mujbir dapat memaksakan
perkawinan kepada anak kecil, orang gila dan wanita virgin (bikr). Sedangkan wanita
vang tidak virgin (ianda) tidak boleh dipaksa kawin baik janda tersebut masih kecil
ataupun sudah dewasa karena kebebasan menentukan pilihan ada pada dirinya. Sifat
kejandaan secara umum dapat menggugurkan ijbar wali terhadap wanita baik janda
itu masih kecil maupun dewasa. Hak 7jbar dimiliki oleh bapak atau kakek.”’

Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa wanita terbagi menjadi gadis dan
Janda. Masing-masing status tersebut dikelompokkan menjadi wanita masih kecil

dan dewasa. Gadis berumur tua tidak boleh dipaksa kawin dan janda yang masih

7 Asy-Syafii, al-Umm, cet. ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), V- 18-20
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kecil boleh dipaksa kawin. Sifat kejandaan bisa menggugurkan Jjjbar karena
hubungan seksual dalam perkawinan yang sah, perkawinan subhat, ataupun
kepemilikan (perbudakan) syubhat bukan karena sebab perzinaan ataupun
pemerkosaan. Hak 7ibar ini hanya dimiliki bapak saja atau orang yang mendapat
wasiat dari bapak **

Dart latar belakang di atas, penyusun menjadi tertarik dan merasa perlu untuk
mengkaji pemikiran kedua mujtahid yang banyak dipegang oleh mayoritas ulama
dan masyarakat Indonesia khususnya yang berkaitan dengan masalah /jbar terhadap

wanita dalam perkawinan.

B. Pokok Masalah

Dari deskrispsi latar belakang di atas memunculkan banyak permasalahan
vang hendak dikaji sehingga penyusun mensistematiskan dengan membuat rumusan
masalah tersebut untuk mempermudah dalam pembahasan sebagai berikut :

1. Sejauhmana pandangan Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik tentang hak jjbar wali
terhadap wanita, terutama virgin (a/-Bikr) dan janda (as-Sayyib) dan bagaimana
dalil dan wajh al-istidlal mereka?.

2. Apa yang melatarbelakangi perbedaan dan persamaan pandangan kedua tokoh

mujtahid tersebut?.

% Sahnun ibn Sa'id at-Tanukhi, al-Mudawwanah al-Kubra’ Ii al-Imam Malik ibn Anas,
(Beirut: Dar al-Kutub al-‘limiyah, tt), hlm 100-103. Lihat Tbn Rusydi al-Qurtubi, Bidayah al-
Mujrahid him. 4 -5,
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C. Tujuan dan Kegunaan

I. Tujuan
a. Untuk mendeskripsikan lebih rinci pandangan {mam asy-Syafi’i dan Imam
Malik tentang konsep 7jbar wali terhadap wanita terutama (a/-bikr) dan
janda (as-sayyib) dan menjelaskan dalil dan wajh af istidlal mereka.
b. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan dan persamaan
pandangan Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik tentang hak 7jbar wali

terhadap wanita dalam perkawinan.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Ilmiah, Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
pemikiran dan wacana ilmu pengetahuan dalam bidang hukum I[slam
(Islamic Jurisprudence).

b. Kegunaan Terapan, diharapkan dapat dijadikan pijakan dan kontribusi

pemikiran dalam penelitian khususnya yang berorientasi gh munakahat.

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelitian dan eksplorasi pustaka, penvusun tidak
menemukan literatur ataupun karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang
ijbar wali terhadap wanita dalam perkawinan menurut Imam asy-Syafi’i dan Imam
Malik. Walaupun pembahasan 7jbar wali menurut salah satu Imam memang pernah

dilakukan. Sehingga penelitian imi diharapkan menjadi kajian yang lebih spesifik.
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Khotimatul Husna dalam skripsi “Relevansi Hak [jbar Wali menurut Imam
asy-Syafi’i dengan Hak Perempuan dalam Memilih Pasangan” menyimpulkan bahwa
relevansi jjbar pandangan Imam asy-Syafi’i dalam realitas masyarakat Indonesia
kurang memberi ruang gerak kepada wanita dalam menentukan pasangan. la juga
mengulas kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam hak reproduksi.”

Dalam skripsi "Kebebasan Perempuan sebagai Mukallaf dalam Menentukan
Pasangan Hidup Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik,” Endang Purwanti
mendeskripsikan perbedaan dan persamaan tentang pandangan Imam Malik Ibn
Anas dan Tmam Hanafi, kemudian mensinkritiskan dengan posisi wanita sebagai
mukallaf, namun tidak membahas perbandingan dengan Imam asy-Syafi’i khususnya
masalah gadis dewasa dan janda masth kecil .*

Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa perundang-undangan di negara-
negara Islam dalam mendeskripsikan wanita dan peran wali dalam perkawinan
diklasifikasikan menjadi empat macam: 1) Harus ada wali atau izinnya. 2) Boleh
tanpa ada wali. 3) Harus ada persetuyjuan mempelai wanita. 4) Ada hak Jjbar wali.
sedangkan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia mengharuskan adanya wali

dan persetujuan mempelai wanita dalam sebuah akad perkawinan. la menyimpulkan

¥ Khotimatul Husna, "Relevansi Hak ijoar Wali Menurut Imam Asy-Syafi’i dengan Hak
Perempuan dalam Memilih Pasangan,” Skripst Sarjana IAIN Yogyakarta, {(2000).

* Endang Purwanti, "Kebebasan Perempuan Sebagai Mukallaf Dalam Menentukan Pasangan
Hidup Menurut Imam Hanafi dan Imam Malik Ibn Anas,” Skripsi Sarjana IAIN Yogyakarta, (2001).
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bahwa konsep perundang-undangan kedua negara tersebut memposisikan wanita
lebih sejajar dengan laki-laki berbeda dengan kitab-kitab fikih tradisional ™

Husein Muhammad memaparkan, masalah jjbar seyogyanya tidak disamakan
dengan Jjkrah yang mengasumsikan kesewenang-wenangan orang tua terhadap
anaknya. Namun hendaknya diartikan sebagai tak/if" (sikap tanggung jawab) disertai
i’tikad baik dari wali (orang tua) untuk mengarahkan dan membimbing masa depan

anak (orang di bawah perwaliannya).™

Imam asy-Syafi’i dalam al/-{/mm, menjelaskan bahwa wanita yang masih
gadis (virgin) baik kecil ataupun sudah dewasa boleh dipaksa kawin (7jbar) dengan
pasangan hidup yang ditentukan oleh wali mujbir tanpa persetujuan gadis tersebut
sedangkan wanita yang telah hilang virginitasnya (janda) tidak boleh dipaksa kawin
batk ia masih kecil ataupun sudah dewasa karena kebebasan menentukan pilihan
dan persetujuan ada pada dirinya sendiri. Sifat kejandaan secara universal inilah

yang menyebabkan gugumya ijbar. Hak ijbar dimiliki oleh Bapak dan Kakek.™

Dalam a/-Mudawwanah al-Kubra’ karya Sahnun ibn Sa’id at-Tanukhi yang

ditahbiskan oleh Abdurrahman ibn Qasim, Malik ibn Anas berpandangan bahwa

' Khoiruddin Nasution, Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Perundang-Undangan

Perkavvinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia, (Jakarta: INIS, 2002), hlm. 201.

** Husein Muhammad, Figh Perempuan: Refleksi Kyai atas Wacana Agama, cet. ke-2,
(Yogyakarta: LKJS, 2002), him. 78-80.

3 Imam asy-Syafi’i, al-Umm, cet. ke-2, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), V: 18-20. Lihat Ibn
Rusydi al-Qurtubi, Bidayah al-Mujtahid him. 4-5.
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kebebasan menentukan pilihan dan persetujuan hanya dimiliki oleh janda yang sudah
dewasa selain itu hak pilihan ada pada wali mujbir. Hilangnya virginitas (status
janda) tersebut karena perkawinan sah, perkawinan subhat ataupun kepemilikan
bukan karena perzinaan, pemerkosaan atau sebab yang lain. Hak 1jbar dimiliki oleh
bapak saja, selain bapak tidak diperbolehkan memaksa kawin wanita di bawah

perwaliannya walaupun ia tidak tahu kebaikan terhadap. dirinya (safih) *

Ibrahim ibn ‘Ali dalam karyanya al-Muhazab menyatakan wali mujbir boleh
memaksa kawin dan menentukan pilihan kepada wanita di bawah perwaliannya,
namun la disunnahkan untuk meminta persetujuan sebagai informasi (kabar) bagi
wanita yang bersangkutan. Persetujuan gadis adalah diamnya dan persetujuan janda
dengan ucapan. Namun apabila virginitas hilang bukan karena seksualitas maka
dihukumi dengan dua status: Pertama, wanita tersebut dihukumi seperti janda pada

umumnya. Kedua, wanita tersebut disamakan dengan gadis pada umumnya.*

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya tujuan syari'at Islam adalah memelihara kemaslahatan
(mendatangkan kemudahan dan menghindari kemafsadahan) baik di dunia maupun

akhirat. Segala macam kasus hukum baik al-Qur’an dan as-Sunnah maupun ijtihad

3* Sahnun ibn Sa’id at-Tanukhi, a/-Mudawwanah al-Kubra’, him. 106-103.

> Abi Ishaq, 2/-Muhazab £ Figh al-Imam asy-Syafi’i (Semarang: Thoha Putra, tt), II:
37.
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bertitik tolak pada tujuan tersebut. Maslahat ini mengacu kepada lima hal vaitu :
pemeliharaan agama (4ifz ad-din), jiwa (hif7 an-naf), akal (hifz al-’agl), keturunan
dan kehormatan (hifz an-nasl wa al gard ) dan harta kekayaan (hifz al-mal) yang
menyangkut kebutuhan primer (darurivah), kebutuhan sekunder (hajiyah) dan
kebutuhan tersier (tafisinivah). Kemaslahatan yang dijelaskan secara eksplisit dalam
nass disebut al-Maglahah al-Mu’tabarah. Jika maslahat yang dikandung sesuatu itu
lebih kecil dari kerusakan dan mafsadahnya maka disebut a/-Mas/ahah al-Mulgah.
Untuk mengetahui maslahat dalam kedua sumber hukum di atas diperlukan berbagai
pendekatan disiplin ilmu. Dalam hal ini para mujtahid ada yang menggunakan
metode Qivas, al-Maslahah al-Mursalah, Istihsan, Istislah dan sebagainya. Semua itu
bermuara pada Maqasid asy-Syari’ah.*

Disamping itu. untuk mengetahui tujuan teks (nass) al-Qur’an dan as-Sunnah
diperlukan petunjuk (dalalah) baik petunjuk secara tekstual (dalalah an-nass)
maupun petunjuk yang tersirat dibalik teks (dalalah ma’quiah an-nass). Kedua
metode tersebut dikenal dengan istilah furug al-istinbat. Ada dua pendekatan untuk
mengetahut metode tersebut: Pertama, pendekatan aspek bahasa yang disebut a/-

Qawa'id al-Lugawivvah. Kedua, pendekatan dari makna dan tujuan yang terkandung

* Fathurrahman Jamil, Filsafar Hukum Isiam, (Jakarta: Logos Wacana lmu, 1997), him.



dibalik teks vang dikenal dengan a/-Qawa'id al-Ma'nawivyah atau al-Qawa’id asy-
Svar’ivyah

Svart’at [slam vang dibawa Nabi Muhammad di satu sisi sebagai respons
terhadap problematika masyarakat Arab, namun di sisi lain harus bisa merespons
terhadap kebutuhan dan problematika masvarakat Internasional. Sehingga al-Qur’an

dan as-Sunnah apabila diklasifikasikan terdirt dari dua macam: Periama, teks {nass)

problematika vang teriadi di masa dulu, sekarang dan masa depan masyarakat dunia.
Berisi prinsip-prinsip umum terutama masalah teologi dan kode etik. Kedua, teks
(nass) praktis-temporal vang mengandung ajaran khusus (kasuistik) terutama
masalah hukum. Teks int sebagai sarana meniawab problematika masyarakat Arab
secara spesifik terutama pada masa-masa pewahvuan. Sehingga formulasi figh dan
tafsir penuh dengan histortsitas **

Pendekatan wsu/ figh tentang hak Jiibar wali merupakan kolaborasi dua

metode: doktriner-normatif-deduktif vaitu pembahasan vang dimulai dengan

37 A g ML Nlaiib  SThalotals A Wiachk Tlooo WAoo oodoo NA-L o3 Qoar AT T

AZus  Vivhl  INd)io, Lrdldiall - Adl-iNadih U e )/d 1vi ﬁlpcl iuas>  iviaksud O)/all Nleldlul

Dandabatan Ralaca™ Aalom Awmurratin (a3 v Adeebiah Tooin Ademooacae Poodicny [ iohisl Fioh

I vriuuvnalqgls LA EAOU MQIdtnn g \ulullull\,‘ \\.u. 'z LYECALIIALS 27457 £ VVIQ'!!SS{lh\JJ L LEr LT Krrilt wrargefs 1 lLIll
rr e . s ) 1 7 S I 4 AT Y77 ANHAAY 1.1 lsTAE o
Konfempuorer, cet. ke-1, {(Yopyakarta, AR-RUZZ, 2002}, nim. 906-97

¥ Khoiruddin Nasution, Sebuah Kajian Figh- Sehuah Kajian Keperempuanan, dalam
Amurrofiq, Ibid., him. 248-251.
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empiris-historis-induktif sebab meskipun kebenaran nass adalah mutlak, namun
pemahaman terhadap nasy tidaklah bersifat absolut, realitas vang terjadi di
masyarakat haruslah diperhatikan untuk memahami dan mengaplikasikan petunjuk
nass  secara proporsional * Karena hukum Islam merupakan refleksi logis dari
pergumulan berbagai situasi aktual, scdangkan karakter figh adalah memenuhi
kebutuhan masyarakat pada zamannya. Sehingga perlu mengetahui syari’at vang
berfungsi sebagai solusi terhadap persoalan kehidupan ataupun mengetahui figh
sebagai penjabaran dari pergumulan kompleksitas situasi dan kondisi tertentu ¥

Pada dasarnya, figh merupakan bagian integral dari Svari’at Islam vang harus
mengutamakan kemaslahatan secara holistik. Dalam realitas kontemporer, figh
dijadikan satu piiakan (legal formal) untuk menghukumi, sehingga tradisi
keagamaan vang dominan adalah tradisi figh yang sangat konfensional dengan
produk hukumnya. Dalam kenyaiaan (das sein), figh seringkali meligitimasi tradisi
masyarakat yang bias gender disebabkan tradisi figh sangat dominan menjadikan
laki-laki sebagai “Subyek™, artinva tradisi /igh tidak bisa lepas dari latar belakang

mujtahid, segi intelektualitas, sosial dan budaya tertentu karena seandainya lepas

v
R

N

D e
(2 ™

¥ Rivanta, “Legislasi Pada Masa Rasulullah” dalam Ainurrafiq, Mazhab Jogja. hlm 70-71
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dari konteks sosial, mereka tidak relevan pada masa itu, bahkan produk pemikiran
mereka dianggap imajinasi abstrak . *'

Sebab perbedaan para tokoh mutamd (a/-Aimmah al-Mujtahidin) adalah
latar belakang sosial tempat tinggal mereka dan pemahaman mereka dalam
memahami nags otoritatif (al-Qur’an dan as-Sunnah). Perbedaan mereka berpangkal
pada perbedaan mereka mengenat tiga pokok permaslahan yaitu :

1. Perbedaan dalam menetapkan sebagian sumber-sumber hukum

2. Perbedaan mengenai hukum-hukum vang bertentangan

3. Perbedaan dalam prinsip kaidah bahasa vang mereka pakai dalam memahami
nass.* |

Salah satu svarat perkawinan dalam figh khususnya menurut Imam asy-
Svafi’i dan Imam Malik adalah adanva wali berbeda dengan Imam Hanafi. Sehingga
adanya kerelaan kedua pihak antara wali dan mempelai (ijab gabul) juga menjadi
syarat sah akad perkawinan dianalogikan .dengan jual beli. Namun kedua mujtahid
tersebut berbeda pendapat mengenai hak mener{tukan pilihan tersebut apakah
menjadi hak wanita atau hak wali terutama batasan-batasannya. Perbedaan pendapat

di antara figaha’ tentang hak jjbar dalam menentukan pilihan terutama perbedaan

*Asghar Ali Engineer, “Perempuan dalam Syari'ah Perspektif Feminis dalam Penafsiran
Islam” Ulumul Qur'an, Vol V: 3, (Jakarta: LKAF, 1994), him. 68. Diterjemahkan oleh Kelompok
Studi Perempuan Tjoet Njak Din.

427 Abd al-Wahhab Khallaf, Khulasah at-Tasyri® al-Islami, (ttp.- top., 1997 ), him. 7).
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pendefinisian kata secara etimologi dan terminologi dan penggunaan a/-Qiyas dalam
wilayah ljma> ¥

Realitas masyarakat sekarang khususnya Indonesia, terdapat banyak wanita
vang melakukan kegiatan publik, transaksi mu'amalah, ikut menanggung beban
keluarga bahkan ikut dalam politik kenegaraan. Namun banyak orang tua atau wali
vang menjodohkan anak-anak mereka tanpa persetujuan anak tersebut bahkan tidak
jarang yang menjodohkan mereka ketika masth kecil (belum dewasa). Padahal jika
melihat tujuan perkawinan vang sangat suci diperlukan kesiapan jasmani maupun
rohani dan kematangan jiwa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di
tengah perjalanan kehidupan rumah tangga seperti persengketaan, percekcokan yang
berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian.® Sehingga menghindari hal-hal
vang tidak diinginkan sangat diperlukan demi terciptanya kemaslahatan secara
umum (maslahah mu’tabarah) bukan kepentingan yang berpihak kepada golongan

(khusus). Hal ini senada dengan a/-Qa’idah al-Fighiyyah :

45.&\..0.&, ‘-w A Y \P:\.u.«-:‘ .Lwl.:l‘ ¢ 33

B -

Ton Rusydi al-Qurtubi, Bidayah al-Mujiahid hm. 5.
* Chuzaimah T Yanggo dkk. (ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer, him. 77-78,

* Asvmuni Abdurrahman, Qa'idah-Qaidah Figh: Qawaid al-Fighiyyah, cet ke-1, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1976), him. 75.



20

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) vaitu
pengumpulan data-data dan informasi yang berkaitan dengan obyek kajian

melalut buku (kitab), manuskrip, catatan dan lain-lain.

2. Sifat penelitian
Penelitian ini bersifat deskritif-analitik-komparatif yaitu suatu penelitian
yang bertolak dart pemaparan suatu masalah secara holistik tentang hak ijbar
wali terhadap wanita dalam perkawinan dari karya-karya Tmam asy-Syafi’i
dan Imam Malik dan karya lain yang dinisbatkan kepadanya, kemudian data-
data tersebut dianalisis dengan membandingkan kedua pendapat tersebut

untuk dicari perbedaan dan persamaan.

3. Pendekatan Masalah
Pendekatan usu/ figh yaitu mendekati masalah dengan wusu/ figh untuk
mengkaji kembali pemikiran Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik. Produk
Pemikiran figh mereka tentang hak jbar wali dalam perkawinan akan
dideduksikan dengan kaidah figh (al-Qawaid al-Fighiyyah) dan kaidah wusul
figh (al-Qawa’id al-Usuliyyah) yang menyangkut realisasi kemaslahatan

publik dalam pengambilan keputusan khususnya hukum Islam.
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bersifat khusus.* Metode ini di gunakan untuk menjelaskan ayat atau hadis
Nabi dan definisi-definisi yang berkaitan dengan pembahasan tentang ijbar
dari segi arti, maksud, tujuan dan sebagainya.

b. Induktif,”” yaitu menganalisis produk pemikiran Imam asy-Syafi’1 dan Imam
Malik tentang hak ijbar wali terhadap wanita dalam perkawinan dan latar
belakang yang mempengaruhi pemikiran mereka serta rc...itas masyarakat
Islam Indonesia kemudian disimpulkan secara komprehensif.

c. Komparatif, yaitu membandingkan pendapat kedua mujtahid dari berbagai
aspek, kemudian mencar perbedaan dan persamaaan sehingga menjadi

kesimpulan yang komprehensif.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok bahasan
yang terdin dari lima bab dan setiap bab terdiri dari sub bab sebagai perinciannya.

Penyusun memulai dengan bab pertama yang berisi pendahuluan seputar latar
belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini dimaksudkan agar dapat

dijadikan pijakan dan mempermudah dalam menyusun bab-bab selanjutnya.

* Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, {Jakarta: Grafindo Persada, 1996), him.57-58.

4 Ibid., him. 58-59.
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Penyusunan dilanjutkan dengan bab kedua yang berisi tentang biografi Imam
asy-Syafi’i seputar pemikiran figh, guru dan murid Imam Malik dan karya-karyanya,
deskripsi pandangan dan metode istinbat Imam asy-Syafi’i tentang hak 7jbar wali
dalam perkawinan. Bab ini dimaksudkan agar dapat memahami pandangan dan
pemikiran Imam asy-Syafi’i secara lebih komprehensif.

Setelah itu, penyusunan dilanjutkan dengan bab ketiga berisi tentang biografi
Imam Malik, pemikiran dan karya-karyanya, konsep dan metode istinbat Tmam
Malik tentang hak jjbar wali terhadap wanita dalam perkawinan. Sebagaimana bab
sebelumnya, bab ketiga ini juga membahas sejarah perkembangan pemikiran figh,
guru dan murid Imam Malik. Hal imi dimaksudkan agar penelitian inm dapat berjalan
secara obyektif dan tidak mendeskriditkan salah satu tokoh muytahid.

Pada bab keempat, penyusun berusaha menganalisis terhadap obyek-obyek
pembahasan mengenai pandangan, metode istinbat, dalil dan wajh al-istidlal serta
jenis ijtihad yang dipakai kedua Imam kemudian mengkomparasikan pendapat kedua
Imam tersebut dan memaparkan latar belakang perbedaan tersebut.

Penyusun akhiri dengan bab kelima sebagai penutup dari seluruh rangkaian
pembahasan, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran untuk para

pembaca khususnya dan para peneliti umumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari deskripst dan eksplorasi tentang masalah /7jbar menurut pandangan Imam

asy-Syafi’i dan Imam Malik pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1.

Menurut pandangan Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik, sebuah perkawinan pada
dasarnya harus didasari rasa tanggungiawab dan kasih sayang serta tidak ada
unsur paksaan dari pihak manapun baik laki-laki maupun wanita. Apabila
perkawinan didasari unsur paksaan, maka dapat dilakukan faskh (pembatalan)
karena akad perkawinan tersebut adalah fasid (batal), akan tetapi sebuah akad
perkawinan dianggap tidak sah tanpa keterlibatan keluarga pihak wanita (wali),
bahkan seorang wali mujbir dapat mengawinkan wanita tanpa izin dan
persetujuannya. Dalam masalah jjbar, mereka tidak menggunakan semua dalil
dari hadis Nabi mengenai keharusan meminta persetujuan (7sti'mar) wanita yang
masih gadis dan janda dalam perkawinan. Mereka hanya menggunakan hadis
tentang perintah meminta persetujuan (7sti‘mar) wanita yang sudah janda dan
vatimah sehingga perbuatan wali untuk meminta persetujuan gadis bukanlah
suatu keharusan berbeda dengan janda. Tmam asy-Syafi’i dan Imam Malik
membedakan wanita dalam masalah Jjjbar tergantung pada status wanita tersebut
vang dipengaruhi oleh sebab (’i/lah). Gadis (bikr) menurut asy-Syafi’1 yaitu

wanita yang belum pernah berhubungan seksual dan masih tetap kegadisanny.

110
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Disamping itu, wanita yang telah hilang kegadisannya karena efek haid,
kecelakaan (jatuh), pembawaan sejak lahir dan wamita vang bercerai dengan
suaminya karena cerai talak atau cerai mati sebelum berhubungan seksual
temasuk kategori gadis, sedangkan janda (sayy7b) adalah wanita vang telah
hilang virginitasnya sebab hubungan seksual dalam perkawinan vang sah, fasid
ataupun perzinaan dan korban pemerkosaan, walaupun berhubungan seksual
dengan binatang. Seorang anak kecil adalah tidak cakap hukum, janda kecil tidak
boleh dikawinkan sampai ia tumbuh dewasa karena keumumuman status janda,
seorang gadis tidak berpengalaman (incapable) dalam berhungan intim dan
seringkali malu karena kegadisannya dan hilangnya virginitas adalah hilangnya
rasa malu tersebut. Pandangan Imam Malik dalam masalah ijbar terhadap wamita
tidak jauh berbeda dengan Imam asy-Svafi’i hanya saja beliau
mengklasifikasikan korban perkosaan dan pelaku zina sebagai gadis (bikr) dan
menyamakan gadis vang lama serumah dengan orang tuanya dengan janda.
Seorang anak kecil tidak cakap hukum sehinnga ijbar tetap berlaku terhadap
janda kecil, rasa malu korban perkosaan dan pelaku zina lebih besar dibanding
rasa malu seorang gadis. Di samping istinbat yang digunakan mereka dengan
iitihad bayani yang cenderung bersifat intepretasi linguistik (a/-Qawa’id al-
Lugawiyyah) dan ijtihad Qiyasi yang cenderung menggunakan penalaran causa

legis (’illah) dengan cara metode analogis (a/-giyas).
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2. Latar belakang yang menyebabkan perbedaan dan persamaan pandangan mereka
adalah cara pandang mereka dalam memahami nass otoritatif baik al-Qur'an dan
as-Sunnah dengan /iitihad bayani yang cenderung bersifat linguistik dengan
penekanan aspek kebahasaan (al-Qawa’id al-Lugawivyah) terutama penggunaan
petunjuk kata terhadap makna (dalalah) vaitu dalalah mantug dan dalalah
mathum baik mathum muwalagah maupun mathum mukhalafah, penggunaan
makna dari sisi cakupan makna ‘Am dan Khas, majazi dan haqgigi. Di samping
itu, ijtihad Qiyasi yvang menggunakan penalaran causa legis (’illah) dengan cara
metode analogis (a/-Qivas) terutama penggunaan a/-Qiyas terhadap ljma’ yaitu
bapak sebagai wali mujbir vang dapat mengawinkan anak kecil tanpa
persetujuannya. Perbedaan penggunaan dalil al-khitab (mathum mukhalafah)
dan /Jafr al-’Am. dan perbedaan penggunaan causa legis (’illah al-hukm). Dalam
pandangan Imam asy-Syafi’i, sebab dan %//ah dalam masalah jjbar adalah sifat
masih kecil (as-sagr) dan virginitas (bikarah) secara umum Menurut [mam Malik,
masing-masing sebab dar sifat masih kecil (as-sagr), virginitas (bikarah) dan
rasa malu (haya’) berakibat hukum terhadap wanita yang masih kecil atau sudah
dewasa, gadis atau janda serta gadis yatimah Disamping itu, perbedaan situasi
dan kondisi masyarakat yang dihadapi oleh mereka. Pandangan mereka bertemu
dalam satu muara vaitu demi kebaikan (mas/ahaf) wanita. Latar belakang
kesamaan pandangan mereka terutama dalam meng/stinbat hukum hadis secara

ijtihad bayani vaitu menggunakan dalalah al-mantug dari hadis di atas.
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B. Saran-saran

Setelah penyusun mendeskripsikan dan menganalisa secara detail konsep
ifbar wali terhadap wanita dalam perkawinan dalam pandangan Imam asy-Syafi’i
dan Imam Malik, penyusun memberikan saran kepada para pembaca dan para
peneliti lainnya berkaitan masalah sosial dan gender pada khususnya, perlu dilakukan
kajian yang lebih komprehensif dan tidak parsial agar tidak ada nilai vang terdistorsi,
batk dalam mengambil produk pemikiran cendekiawan muslim masa klasik, pra
modern maupun kontemporer, karena setiap individu mereka dilatar belakangi
berbagai karakter sosial budava dan kondisi masyarakat yang dihadapi. Oleh karena
itu, pengalian sebuah hukum tidak hanya bersifat normatif deduktif dengan titik
kerangka awal teks hukum. Namun harus dikolaborasikan dengan penelitian empiris
induktif, sehingga produk hukum tidak menjadi kaku dan statis sebab manusia
dengan segala nalar dan intuisinya selalu berkembang dan berubah (mutable)
sedangkan teks hukum selalu statis dan tidak berubah. Sangat wajar ketika para
intelektual modern melakukan kontekstualisasi hukum. Dalam hal ini bukan semata-

mata untuk mengikuti keinginan nafsu manusia dan sebuah tradisi, namun dengan

asumsi hukum dapat ditemukan sisi orsinilitas, esensi serta obyektifitasnya dengan
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tidak mendeskriminasikan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk paling
kompleks dan sempurna. Oleh karena itu, penyusun yakin dalam kajian ini masih
jauh dari kesempurnaan sehingga perlu diadakan kajian yang lebih komprehensif.
Akhirnya, penyusun menganjurkan kepada khalayak umum agar dalam masalah jjbar
tidak didefinisikan sebagai kawin paksa yang harus dilakukan oleh siapapun, akan
tetapt beralih menjadi sebuah tanggung jawab untuk mengawinkan seseorang sesuai
pilihan dan kehendaknya, seorang wali hanya memberikan pertimbangan dan
kontribusi pemikiran kepada calon mempelai. Sebab kondisi sosiologis ulama

mazhab pada masa itu berbeda dengan fenomena masyarakat sekarang.
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BIOGRAFI ULAMA'/SARJANA

Imam al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abd Allah Muhammad ibn Abu Hasan
Isma’il ibn Ibrahim al-Mugirah al-Bardizah al-Jaty al-Bukhari. Beliau lahir
pada hari Jum’at tanggal 13 Syvawal 194 H di Kota Bukhara. [a bersama
keluarganya menunaikan ibadah haji, kemudian beliau tinggal di Hijaz untuk
mendalami 1lmu dan para fugaha dan menetap di sini. Sela tnya beliau
bermukim di Madinah. Beliau penulis "Sahih al-Bukhari’ sebi i salah satu
kelompok kutub al-khamsah (lima kitab standar yang memuat hadis) yang
mempunyai urutan paling tinggi.

. Abu Dawud

T.ahir tahun 202 h/817 M. di kota Sijistan, terletak antara negara Iran dan
Aghanistan. Beliau adalah seorang ahli hadis dan mujtahid. Di antara gurunya
yaitu Sulaiman ibn Harb, 'Usman ibn Syaiban dan Walid at-Tayalis.
Sedangkan murid beliau yang terkenal antara lain an-Nasa'T, at-Turmudi, Abu
’Awwanah dan lain-lain. Beliau sebagai penulis ”Sunan Abu Dawud’ sebagai
salah satu kelompok kuwiub al-khamsah (lima kitab standar yang memuat
hadis). Beliau wafat di Basrah pada hari jum’at tanggal 16 Syawwal 275 h /
21 Februari 889 M.

. Asghar Ali Engineer

Beliau adalah seorang ilmuwan dan ahli teologi berkebangsaan India yang
memiliki reputasi Internasional. Jabatan yang dipegang sekarang adalah ketua
Asian muslim Action Network (AMAN), bombay, India. Karyanya banyak
beredar dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa baik dalam bidang

treologi Islam, sejarah maupun filsafat Islam antara lain: " The right of

Women The Orign and Development.”

. Abu Hanifah

Nama aslinya adalah Nu’man ibn Sabit al-Taimi, lahir tahun 80 H./ 699
M. di Kufah dan wafat pada tahun 150 H/767 M di Baghdad. Beliau Hanifah
hidup di dua Dinasti (ulama dua masa) sebagaimana [mam Malik yaitu 52
tahun di zaman bani Umaiyah dan 18 tahun di zaman Bani Abl siyah. Situasi
perkembangan pemikiran di zaman Abu hanifah sama dengan suasana
perkembangan pemikiran di zaman Imam Malik. Pada zaman ini merupakan
zaman kemajuan. Kegiatan keilmuan pada periode ini tidak hanya berkisar
dalam bidang figh saja, tetapi juga meliputi bidang ilmu sosial lainnya. Di
antara murid-muridnya adalah Abu Yusuf Ya’kub ibnu [brahim al-Anshari al-
Kufi (133-182 H/731-798 M) dan Muhammad ibnu al-Hasal al-Syaibani (132-
189 H/749-804 M)



’Abd al-Wahhab Khallaf

Beliau lahir di kafi az-Zayyat pada bulan Maret 1988 M. Beliau menjadi
dosen di Universitas Kairo, Mesir sejak tahun 1934 M dan ditetapkan sebagai
guru besar Universitas al-Azhar pada tahun 1948 M.dan wafat pada hari
jum’at tanggal 20 Januari 1948 M. karya beliau antara lain: Ahkamn al-Ahwal
asy-Syahsiyyah, 'llm Usul al-Figh, as-Siyasah asy-Syari’ah, al-waqgt wa al-
Mawaris dan lain sebagainya.

Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Imam al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn
Muslim al-Qusairi an-Naisaburi. Ia lahir di Kota Naisabur pada tahun 204
H/820 M. Imam Muslim terkenal sebagai tokoh hadis terkemuka. Dalam
usahanya mencari hadis-hadis Nabi SAW sama seperti yang dilakukan oleh
para ulama hadis lainnya, 1a mengadakan lawatan ke berbagai negara, seperti
Hijaz, Mesir, Syam, Iraq dan Khurasan. D1 Kahrasan ini 1a belajar kepada
Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawiyah, di Hijaz ia belajar kepada Sa’id
ibn Mansur dan Abu Mus’ab, di Mesir ia belajar kepada Amr ibn Sawad dan
Harmalah bin Yahyv. Di samping itu, Imam Muslim juga belajar kepada
Imam Ahmad bin Hanbal dan Usman bin Abi Syaibah dan Imam Bukhari.
Beliau sebagai penulis ”Sahih al-Muslim” sebagai salah satu kelompok kutub
al-khamsah (lima kitab standar yang memuat hadis) yang mempunyai urutan
kedua.

Jaih Mubarak

beliau lahir di desa Bojong Kulur, Gunung Patri kabupaten Bogor. Beliau
mengakhiri studinya, S-3 PPs IAIN Syarif Hidayatullah pac tahun 1998.
beliau sebagai dosen fakultas Syari’ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung
sejak tahun 1993, dosen luar biasa program Pasca Sarjana [AIN Sunan
Gunung Djati sejak tahun 1998, ketua PKPHI TAID Ciamis sejak tahun 1998
dan lain sebagainya. Karya beliau antara lain: Metodologi Studi Islam (2001),
Kaidah Fikih Islam : Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi.

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Lhoukseumawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1994 dan
wafat di jakarta pada tanggal 9 Desember 1975. beliau pernah menjadi Guru
besar [AIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, DR. HC Universitas Bandung pada
bulan maret 1975, DR. HC IAIN Sunan Kalijaga pada bulan Oktober 1975.

Asy-Syatibi

Nama lengkap beliau adalah Abu Ishag albrahim ibn Musa ibn
Muhammad al-Lakhmi asy-Syatibi. Beliau wafat hari Selasa tanggal 8 sya’ban
790 H./ 388 M. Beliau hidup di Granada pada masa pemerintahan Sultan
Nasri. Karya beliau yang terkenal antara lain : al/-furug yang berisi Qaidah
figih dan usul figh dalam mazbab Maliki, al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari’ah
dalam ilmu wusu/ figh dan al-I'tisam sebagai Indeks dari kitab a/-Muwataqat.
Beliau termasuk pengikut mazhab Maliki.



10. Ibn Rusyd al-Qurtubi

Nama lengkapnya adalah Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn
Muhammad. Lahir di Cordoba, negara Andalusia, sekarang negara Spanyol. la
seorang Dokter, ahli hukum dan tokoh filusuf yang paling menionjol pada
masa filsafat Islam (700-1200 M.), di negara Barat (benua eropa dan amerika)
beliau terkenal dengan Averoes. lTa pernah menduduki jabatan hakim di
Sevilla dan Cordoba. Karya-karya beliau antar lain : Kita d al-Kulliyah
(pengetahuan tentang filsafat), Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Mugtasid
(pengetahuan tentang hukum Islam dalam perbandingan), a/-Kasyf al-Manahiy
al-’Adillah i "Aqga’id al-Millah (buku filsafat dan teologi) serta karya paling
kontroversial yang membela para filsuf dari tuduhan kafir yaitu kitab 7ahatin
at-Tahatut. Beliau termasuk pengaikut mazhab Maliki.
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